
SALiNAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR ll  TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAI・IAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAN」A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :    a.

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 5O Tahun 2O2O sebagaimana teiah diubah dengan

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2O2l

telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

202t;

bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Ta}:un 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa

belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahlun 2a2O tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata

b.

C.



d.
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cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran

dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD

yang membidangi;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf h

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada

kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD

melaiui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan

kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat

berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas

pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor

44O12755/Keuda tanggal 19 April 2O2l tentang Hasil

Pemetaan (Mapping) dan Pemutakhiran terkait Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.O I .O7 lMenkes I 4241 I 2O2I

dijeiaskan bahwa dalam hal Penganggaran Pelaksanaan

Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona

Virus Disease 2Ol9 (COVID-I9) pada APBD belum sesuai

dengan Menu Kegiatan Juknis Rengar Vaksinasi COVID-19,

Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian mendahului

Perubahan APBD TA. 2A21, dan memberitahukan kepada

Pimpinan DPRD dengan mempedomani ketentuan butir
Vl.D.l.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2A2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Lampiran huruf E angka 35 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2027;

f. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina. Keuangan

Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor

906l3O7 /Keuda tanggai 28 April 2O2l tentang Hasil

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

e.
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Dacrah Terkait DAK Non Fisik Bidang Keschatan dan DAK

Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenttaraan

Pcndidikan Anak Usia Dini(BOP PAUD)dan Bantuan

Operasional Penyelenggaraan (BOP)Pendidikan Kcsetaraan

TA.2021 dも elaSkan bahwa hasil pcmetaan(mapping)Inenu

kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non

Fisik  Dana  Bantuan   Operasional   Penyclcnggaraan

Pcndidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Opcrasional

Penyelenggaraan  Pendidikan  Kesctaraan  yang  telah

disesuaikan dcngan Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor

90  Tahun  2019  tentang  Klasi■ kasi,  Kodcfikasi  dan

Nomcnklatur Perencanaan Pembangunan dan Kcuangan

Dacrah,  mcttadi  pcdornan  dalam  perencanaan  dan

penganggaran DAK Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran

2021;

bahⅥra berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat Daerah

di lingkungan Pcmcrintah Provinsi Sumatcra Utara untuk

mclakukan pcrgeseran anggaran antar organisasi, antar

program,antar kegiatan,antar sub kegiatan,antar kclompok

belatta, antar jcnis belatta, antar obyek belatta, antar

rincian obyek belatta, uraian rincian obyck belatta dalam

jcnis belanJa yang Sama, pada Perangkat Daerah di

lingkungan Pcmerintah Provinsi Sumatera Utara, Pcraturan

Gubcrnur scbagailnana dilnaksud dalam huruf a, pcrlu

diubah;

bah¬′a bcrdasarkan pcrtimbangan scbagailnana dirnaksud

dalarn huruf a,huruf b,huruf c,huruf d,huruf c,huruf t

dan huruf g,pcrlu lnenetapkan Pcraturan Gubernur tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pettabaran Anggaran

Pcndapatan dan Belall」 a Daerah Provinsi Sumatcra Utara

Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 等 at(6)Undang― Undang Dasar Ncgara Rcpublik

lndonesia Tahun 1945;

Undang― Undang  Nomor  24  Tahun   1956  tcntang

Pembentukan Dacrah Otonorll Proplnsi Attch dan Pcrubahan

Pcraturan Pcmbcntukan Propinsi Sumatcra Utara(Lcmbaran

h.

: 1.

2.

Mengingat



3.

-4-

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa}o);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42L);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI5 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

4.

5。

6.

7.

8.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 737, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6t4);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6Oa1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perw-akilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2OLT Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057\;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al8 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 622a\;

10.

12.

13.

14.
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15.Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

16. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Republik lndoncsia Nomor

64 Tahun 2020 tcntang Pcdoman Penyusunan Anggaran

Pcndapatan dan Belan」 a lDaerah Tahun Anggaran 2021;

17.PcFaturan Mcntcri Dalam Ncgcri Rcpublik lndoncsia Nomor

77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Tcknis Pengelolaan

Keuangan Dacrah;

18.Peraturan  Dacrah  Nomor  6  Tahun  2016  tcntang

Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah Provinsi

Sumatcra Utara(Lembaran Dacrah Provinsi Sumatcra Utara

Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi

Sumatera Utara Nornor 32);

19.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tcntang Anggaran

Pcndapatan dan BelanJa Dacrah Provinsi Sumatcra Utara

Tahun Anggaran 2021(Lcmbaran Dacrah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2020 Nomor 4);

20.Pcraturan Gubcrnur Nomor 39 Tahun 2016 tcntang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan lnspektorat Daerah Provinsi

Sumatcra Utara (BCrita Dacrah Provinsi Sumatcra Utara

Tahun 2016 Nomor 40)scbagairnana telah diubah beberapa

kali terakhir dcngan Pcraturan Gubernur Nomor 15 Tahun

2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tcntang Susunan

Organisasi Badan Daerah dan lnspektorat Dacrah Provinsi

Sumatcra Utara (BCrita Daerah Provinsi Sumatcra Utara

Tahun 2020 Nomor 15);

21.Peraturan Gubcrnur Nomor 50 Tahun 2020 tentang

Pettabaran Anggaran Pcndapatan dan Belan」 a Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita

Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 51);
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MEL〔UTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 50 TAHUN

2020 TENTANG PEN」ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 50 Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2O Nomor

51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2A2I tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2O2O

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2027 (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor 6) diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
huruf a direncanakan sebesar Rp.9.972.939.929.640,00,

yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c, belanja hibah;

d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.663.025.545.660,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat   (1)   huruf   b

Rp.3.003.531.617,060,00。

direncanakan sebesar
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(4)Belatta hibah scbagaiinana dirnaksud pada ayat(1)huruf

c direncanakan sebesar Rp.3.282.721.291.940,00.

(5)Belatta bantuan sosial scbagailnana diinaksud pada ttat

(1)huruf d dircncanakan scbcsar Rp.23.661.474,980,00.

2.Kctcntuan Pasa1 1l ayat(1),ayat(2),ayat(3),ayat(4)dan ayat

(6)diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 11

{1)Anggaran bclatta pega、vai sebagairnana dirnaksud dalam

Pasa1  10 響 at   (1) huruf a dircncanakan scbcsar

Rp.3.663.025,545.660,00,yang tcrdiri atas:

a.belan」 a   gtti   dan   tuttangan   ASN   scbesar

Rp.1,900.173.979.736,00;

b.bela■ a  tambahan  pcnghasilan  ASN   sebesar

Rp.788.145.527.745,00;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

OttCktiflainnya ASN scbesar Rp.815。 206.921,732,00;

d.belan」 a  gtti  dan  tuttangan  DPRD  sebcsar

Rp.123.747.510.610,00;

e.bela12」a gai dan tuttangan KDH/WKDH scbcsar

Rp.2.112.057.837,00;

f. belatta penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH sebesar Rp.8.908.306.000,00;

(2)Anggaran bclatta gtti dan tuttangan ASN scbagaimana

dirnaksud pada ttat(1)huruf a direncanakan sebesar

Rp.1,900.173.979.736,00,yang terdiri atas:

a. bclatta     gtti     pokOk     ASN     sebcsar

Rp.1.408.095,014.641,00;

b, bclatta   tuttangan   keluarga   ASN   sebcsar

Rp.134.466.000.791,00;

c. belatta   tun」angan   jabatan   ASN   sebesar

Rp.17.135.287.657,00;

d. belatta   tul・」angan   fungsional   ASN   sebesar

Rp.93.798.790.000,00;

e. belatta tuttangan fungsional umum ASN sebesar

Rp.22.396.606。 978,00;
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f. belanja tunjangan beras ASN sebesar

Rp.75.693. 1 78.998,00;

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN

sebesar Rp. 10.905.3 13.982,AO;

h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar

Rp.22.352.539,AO;

i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar

Rp. 1 26.056.685"068,00;

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar

Rp.2.942396.992,AA;

k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar

Rp.8.7O2.352.090,0O; dan

1. belanja Jaminan Hari Tua ASN sebesar Rp.0,0O;

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.788.145.527.745,00, yang

terdiri atas :

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban keda ASN

sebesar Rp.7 62.9 18.2L 7 .7 45,OO;

b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

ASN sebesar Rp.25 .227 .316.00O,0O;

(4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.815.2O6.92L.732,AA, yang terdiri atas :

a. beianja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak

daerah sebesar Rp. 1 19.589,92O.7 32,OO;

b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi

daerah sebesar Rp.O,OO;

c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar

Rp.627 .207. 840. 0OO, OO;

d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar

Rp. 19.940.535.OOO,0O;

e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

sebesar Rp.3. O9O.OOO.O0O,OO;

f. t-relanja Honorarium sebesar Rp.45.342.A26.OOO,OO;
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(5)Anggaran belatta gai dan tuttangan DPRD scbagairnana

dirnaksud pada ayat(1} hurldf d direncanakan sebcsar

Rp.123.747.510.610,00,yang terdiri atas i

a.belal■Ja   uang   representasi   DPRD   scbcsar

Rp.3.222.939.000,00;

b. bclaltta   tuttangan   kcluarga   DPRD   scbcsar

Rp.368.501.000,00;

c.bclatta   tuttangan   bcras   DPRD   sebcsar

Rp.281.185.000,00;

d. bclan」a uang pakct DPRD sebcsar Rp.396.113.000,00;

c.belatta   tuttangan  jabatan   DPRD   sebesar

Rp.4.640.215.000,00;

i  belatta t■lttangan alat kclengkapan DPRD scbcsar

Rp.671.243.000,00;

g.belallJa tul■」angan alat kclengkapan lainnya DPRD

scbcsar Rp.95.306.000,00;

h.bclan」 a tul■Jangan komunikasi intcnsif Pilnpinan dan

AnggOta DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;

i.belatta   tuttallgan   rcscs   DPRD   scbcsar

Rp.6.300.000.000,00;

j. bclanJa pcmbebanan PPh  kepada Pimpinan dan

AnggOta DPRD scbcsar Rp.158.615.000,00;

k.belal■」a  tuttangan  kcsaahteraan  Pirl■ pinan  dan

Anggota DPRD sebesar Rp.53.929.185,000,00;

1.belarl」 a  ttlttangan  transportasi  DPRD  sebesar

Rp.28.356.083.610,00;

m.bclal■」a  uang  jasa  pcngabdian  DPRD  sebcsaF

Rp.128.125,000,00;

(6)Anggaran belatta gtti dan tuttangan KDH/WKDH

scbagairnana dilnaksud pada ayat(1)huruf C direncanakan

sebesar Rp.2.112.057.837,00,yang terdiri atas:

a.belatta   gai   pokok   KDH/WKDH   scbesar

Rp.77.112.000,00;

b.bclalllJa tuttangan keluarga KDH/WKDH sebcsar

Rp.9.939.000,00;

c, bclan」a tuttangan jabatan KDH/WKDH scbcsar

Rp.138.802.000,00;
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d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar

Rp.7 "275.O00,00;

e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

KDH/WKDH sebesar Rp. i0.588.000,00;

f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar

Rp.9.891,00;

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH

sebesar Rp. 1 28.425.0O0,00;

h. belanja iuran jaminan kecelakaan keda KDH/WKDH

sebesar Rp. 1 59.OOO,O0; dan

i. belanja iuran jaminan kematian KDHIWKDH sebesar

Rp.a76.0O0,00;

j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pernungutan

pajak daerah sebesar Rp. 1.739 .271.946,A0;

(7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD

serta KDH/WKDH setragatrnana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp.8.9O8.3O6.000,00, yang

terdiri atas :

a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar

Rp.676. 800. 0O0,OO; dan

b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar

Rp.8.231.506.0OO,0O;

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.3.0O3.531.617.060,00 , yan1 terdiri atas :

a. belanja barang sebesar Rp.477.488.414.561,OO;

b. belanja jasa sebesar Rp. 1. 180. 179.053.049,00;

c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.294.595.O83.240,00;

d. belanja perjalanan dinas sebesar

Rp. 383. 893.9 32.350, 0O;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar

Rp. 1 72.690.842.500,00;
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■ Bcian」 a   Barang   dan   Jasa   BOS   sebesar

Rp.456.815.533.360,00;dan

g.belall」a   barang   dan   jasa   BLUD   sebesar

Rp.37.868,758,000,00;

(2)Anggaran bclal■」a barang sebagailnana dilnaksud pada

ayat   (1)   huruf   a    dircncanakan    sebesar

Rp.477.488.414.561,00,yang terdiri atas:

a.bclatta    barang    pakai    habis    sebcsar

Rp.477.488.414.561,00;dan

b.belal■」a barang tak habis pakai sebcsar Rp.0,00;

(3)Anggaran bclatta jaSa scbagaiinana dirnaksud pada ttat

(1)     huruf     b      direncanakan      scbcsar

Rp.1.180.179.053.049,00,yang tcrdiri atas:

a. belan」 aJasa kantor sebesar Rp.725.266.755,449,00;

b.belan」 a    iuran    jarninan/asuransi    scbesar

Rp.212.976.327.245,00;

c. belan」 a se、va tanah sebesar Rp.4.043.600.000,00;

d.belaltta  Se、 ァa  peralatan  dan  mesin  scbesar

Rp.45.511.599.649,00;

c.bclal■」a  Settra  gcdung  dan  bangunan  scbcsar

Rp.38.260.253.800,00;

i  bclan」 a   seⅥra   asct   tetap   lainnya   scbesar

Rp.471.550.000,00;

g. belatta  jasa  konsultansi  konstruksi  sebesar

Rp.93.855.028.732,00;

h.bclatta jaSa kOnsultansi non konstruksi sebesar

Rp.7.238.950.000,00;

i. bela■ a  」aSa  Kctersediaan  Layanan  (Availibility

Payment)scbesar Rp.21.450.000,00;

j. belatta   Beasiswa   Pendidikan   PNS   sebesar

Rp.110.000.000,00;dan

k.belanJa kursus/pclatihan,sosialisasi,birnbingan teknis

serta   pcndidikan   dan   pclatihan    scbesar

Rp.39.198.229.000,00;

1. belal■」a Jasa insentif bagl pcgawai non ASN atas

pemungutan      paak      dacrah      scbcsar

Rp.13.225.309.174,00.
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(4)Anggaran belatta pemeliharaan sebagailnana dirnaksud

pada  ttat  (1)  huruf  C  direncanakan  sebesar

Rp.294.595.083.240,00,yang terdiri atas:

a.belan」 a pcmcliharaan peralatan dan mesin scbcsar

Rp.31.574.551.594,00;

b.bclalla pemcliharaan gedung dan bangunan sebcsar

Rp.215.624.626.696,00;

c.bclal■」a pcmcliharaan jalan, jaringan, dan lrigasi

scbesar Rp.46.876.217.500,00;dan

d.belatta pemeliharaan aset tctap lainnya scbesar

Rp.519.687.450,00;

(5)Anggaran bclatta pCttalanan dinas sebagairnana dirnaksud

pada  ttat  (1)  huruf  d  dircncanakan  sebesar

Rp.383.893.932.350,00,yang terdiri atas I

a.belatta  pettalanan  dinas  dalarn  negcri  sebesar

Rp.374.186.256.250,00;

b.belatta  pettalanan  dinas  luar  negeri  sebesar

Rp.9.707.676.100,00;

(6)Anggaran Bclal■」a uang dan/atau jasa untuk diberikan

kcpada pihak kctiga/pihak lain/maSyarakat sebagairnana

dirnaksud pada ayat(1)huruf e direncanakan scbesar

Rp.172.690.842.500,00,yang terdiri atas:

a.belall」a  uang  yang  diberikan  kepada  pihak

ketiga/pihak     lain/masyarakat          sebcsar

Rp.172.666.655.000,00;

b.belatta jaSa yang diberikan kepada pihak kctiga/pihak

lain/masyarakat scbcsaF Rp.24.187.500,00;

(7)Anggaran bclan」 a barang dan jasa BLUD sebagairnana

dilnaksud pada ttat(1)huruf g direncanakan scbesar

Rp.37.868.758.000,00, tcrdiri  atas belan」 a barang dan

」asa BLUI)scbcsar Rp.37.868.758,000,00.

(8)Anggaran bclatta barang dan jasa BOS sebagailnana

dilnaksud pada ayat(1)huruf f direncanakan scbcsar

Rp.456.815.533.360,00, terdiri atas belatta barang dan

JaSa BOS SCbcsar Rp.456.815.533.360,00.
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4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.3.282.721.291.940,00, yang terdiri atas :

a. belanja hibah kepada Pemerintah Fusat sebesar

Rp. 1 O.OOO.O0O. 0OO,OO;

b. betranja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya

sebesar Rp.7 .9A7. 1 38.949,0O;

c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

sebesar Rp. 73. 548.O9O. 09 1,OO;

d. belanja hibah dana BOS sebesar

Rp.2. 783 .67 4.7 94.5O0,00;

e. beianja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik

sebesar Rp.7.59 1 . 268.400,00;

(2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 yang terdiri

atas :

a. belanja hibah uang kepada Pemerintah Fusat sebesar

Rp.3.0O0.0O0.0OO,OO;

b. belanja hibah barang kepada Pemerintah trusat sebesar

Rp.7.O00.O00.000,00;

(3) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Daerah

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.7.9O7.138.949,O0 yang terdiri

atas Belanja hibah Barang kepada pemerintah daerah

lainnya.

(4) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga,

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.473.548.O9O.O9 1,0O yang terdiri

atas :

a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat

nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar
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Rp.64. 060.696.O00,0O;

b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,
sukarela dan sosial yang telah memiliki surat

keterangan terdaftar sebesar Rp.26.O0 i.41 1.83O,O0;

c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,

sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar

Rp. 382.8 35.982.26 1,00;

d. belanja hibah kepada koperasi sebesar

Rp.65O.OOO.OO0,OO;

(5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.2.783.674.794.5OO,0O yang

terdiri atas :

a. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh

Satdikdas Negeri sebesar Rp.476.553.O00.000,00;

b. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh

Satdikdas Swasta sebesar Rp.1 .660 .224.OOO.OO0,00;

c. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh

Satdikmen Swasta sebesar Rp.638.4 L2.1 14.5AO,OO;

d. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh

Satdiksus Swasta sebesar Rp.8.485.68O.0O0,00;

(6) Anggaran Beianja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.7.591.268.400,0O yang terdiri

atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (21 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1O ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.23.661.474.980,00, yang terdiri atas :

a- belanja bantuan sosial kepada Individu sebesar

Rp.4.287 .679.44A,OO;

b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat

sebesar Rp. 19.373.795.540,00;
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(2) Anggaran Belanja bantuan sosial kepada Individu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.4.287.679.44O,OO, yang terdiri

atas :

a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan

kepada Individu sebesar Rp. 1.885.000.O00,00;

b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan

kepada Individu sebesar Rp.2 -4O2.679.44O,4O;

(3) Anggaran Belanja Lrantuan sosial kepada kelompok

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 19.373.795.540,00, yang terdiri

atas :

a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan

kepada kelompok masyarakat sebesar

Rp. 19.373.795.540,0O;

b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan

kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.O,00;

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6)

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.397.655.507.940,00,

yaflg terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jaian, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagairnana dimaksrld pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.33.926.336.337,4O.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.287.6O2 .447 .473,OO.
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(4)Bclatta mOdal gcdung dan bangunan sebagairnana
dirrlaksud pada ttat(1)hurtlf C direncanakan sebesar

Rp.367.174.319.294,00.

(5)Bclatta mOdal jalan, jaringan, dan irigasi sebagairnana

dilnaksud pada ab‐ at(1)huruf d direncanakan sebesar

Rp.607.527.292.152,00.

(6)Bclatta mOdal asct tetap lainnya scbagairnana diinaksud

pada  ayat  (1)  huruf  C  dircncanakan  sebesar

Rp.101.420.112.684,00.

7.Ketentuan Pasal 16 ayat(2), εゥ
rat(4), dan ttat(5)diubah

schingga bcrbunyi scbagai bcrikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belatta mOdal tanah scbagairnana dirnaksud

dalam Pasal 15 ay‐at(1)huruf a direncanakan sebesar

Rp.33。 926.336.337,00, yang terdiri atas Bclan」 a modal

tanah;

(2)Anggaran Belatta rr10dal peralatan dan lnesin scbagailnana

dilnaksud dalam Pasal 15 ayat(1)huruf b direncanakan

sebesar Rp.287.607.447.473,00,yang terdiri atas:

a.belatta   mOd』    alat   bcsar    sebcsar

Rp.15.754.479.378,00;

b.bclal■」a    modal    alat    angkutan    scbcsar

Rp.14.524.904.500,00;

c.belal■」a modal alat bengkcl dan alat ukur sebesar

Rp.380.880.925,00;

d.belatta    mOdal    alat    pertanian    sebcsar

Rp.2.732.356.971,00;

c. bclan」 a modal alat kantor dan rLlmah tangga sebesar

Rp.35.307.234.462,00;

f. bclatta rnOdal alat studio,komunikasi,dan pcmancar

sebesar Rp.15.085.417.760,00;

g.belatta mOdal alat kedokteran dan kesehatan sebesar

Rp.14.594.888.666,00;

h.belatta   mOdal   alat   laboratorium    sebesar

Rp.86.417,943,766,00;



-18-

1.  bclatta       mOdal       komputer       sebesar

Rp.15.452.691.939,00;

j. bclan」 a    mOdal    alat    eksplorasi    sebesar

Rp.400.000.000,00;

k.bclan」 a  modal  alat  produksi,  pcngolahan,  dan

pemurnian scbesar Rp.566.815.540,00;

1. belatta  mOdal  alat  bantu  cksplorasi  sebcsar

Rp.300.000.000,00;

m.belatta mOdal alat kesclamatan kctta sebCSar

Rp.2.574.901.830,00;

n. bclal■」a modal pcralatan pFOSCS/prOduksi scbesar

Rp.120.000.000,00;

o.bclatta    mOdal    rambu― rambu    sebesar

Rp.12.343.700.000,00;

p. belan」a   modal   pcralatan   olahraga   sebesar

Rp.5.206.892.250,00;

q. Bclal■」a Modal Peralatan dan Mcsin BOS sebcsar

Rp.65.844.339,486,00;

(3)Anggaran  bclallJa  mOdal  gcdung  dan  bangunan

scbagairllana dirrlaksud dalam Pasa1 15彎 rat(1) hurtlf C

direncanakan  sebesar  Rp.367.174.319.294,00,  yang

terdiri atas:

a. bclan」a   modal   bangunan   gcdung   scbesar

Rp.362.577.266.294,00;

b. bclan」 a  mOdal  tugu  titik  kontro1/pasti  SCbCsar

Rp.4.597.053.000,00;

(4)Anggaran bclanJa modal jalan, jaringan, dan irigasi

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 15～ rat(1) huruf d

diFenCanakan  sebesar  Rp.607.527.292.152,00,  yang

terdiri atas:

a.belal■」a  modal  jalan  dan  jcmbatan  scbcsar

Rp.447.755.338.973,00;

b.bclan」 a    modal    bangunan    air    sebcsar

Rp.157.304.953.179,00;

c.belatta rnOdalinstalasi sebesar Rp.1.910.000.000,00;

d.belatta lnOdaljaringan scbcsar Rp.557.000.000,00;
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(5)Anggaran rnodal aset tetap lainnya sebagailnana dirr.aksud

dalam Pasal 15 響 at(1) huruf e direncanakan sebesar

RP,101・ 420,112.684,00, yang tcrdiri atas:

a.belatta   mOdal   bahan   perpustakaan   sebesar

Rp.4.600.891.030,00;

b. belanJa rnOdal hcttran sebesar Rp.2.525.000.000,00;

c. bclal■」a rllodal tanaman scbcsar Rp.1.608.750.000,00;

d.belal■」a  mOdal  aset  tidak  ber"tuud  Sebesar

Rp.5。 166.289.000,00;

c. bclan」a  mOdal  aset  tetap  lainnya BOS  scbcsar

Rp.87.519.182.654,00;

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf c direncanakan sebesar Rp.5.609,003.923,00,

yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Jum 2O2l

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Pembina Utama Muda(IV/C)
NIP.19690421 1990032003

Diundangkan di Mcdan
pada tangga1 22 Juni 2021

町.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSISUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR ll


